Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang
paling merugikan negara, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Meskipun
sistem hukum di Indonesia telah mengatur mekanisme pengembalian
kerugian negara sebagai bagian dari penegakan hukum korupsi, dalam
praktiknya sering kali pengembalian tersebut tidak menghentikan proses
hukum terhadap pelaku korupsi.

Studi ini berfokus pada Putusan Nomor 43/PID.SUS-TPK/2022/PN
MDN untuk mengkaji Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku tindak
pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara, Bagaimana
pertanggung jawaban pidana pelaku korupsi yang telah mengembalikan
kerugian keuangan negara dalam Putusan Perkara No.
43/Pid.Sus/TPK/2022/PN Mdn dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam
memutuskan perkara pelaku tindak pidana korupsi yang telah
mengembalikan kerugian keuangan negara dalam Putusan Perkara No.
43/Pid.Sus/TPK/2022/PN Mdn.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yuridis-
normatif kemudian pendekatan penelitian yang digunakan menggunakan
pendekatan kasus studi putusan. Data penelitian yang digunakan penulis
adalah data primer berdasarkan putusan dan sekunder. Teknik
pengumpulan data yang gunakan oleh penulis adalah dengan melalui
beberapa data atau sumber pendukung melalui studi kepustakaan dan
analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

Pengaturan hukum korupsi menekankan pengembalian kerugian
negara untuk memulihkan stabilitas ekonomi, tetapi tidak mengurangi
hukuman pidana. Hakim dalam putusan No. 43/Pid.Sus/Tpk/2022/Pn Mdn
mempertimbangkan aspek yuridis dan sosiologis, termasuk itikad baik
terdakwa dalam mengembalikan kerugian negara, sesuai dengan Peraturan



